
BUPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR,3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET,ANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAT{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : batrwa unhrk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (71

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana

telatr diubah beberapa kali teraldrir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL tentang Pembatran Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I(abupaten Musi

Rawas.

Mengrngat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1959 tentang

Pembenhrkan Daeratr Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambatran Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a28611'

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambatran Lembarart

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3.
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5.

6.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Pengelolaan Keuangan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubatr beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tentang Pemerintahan Daeralr (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Rrsat dart

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26, Tasrbahan Iembarart

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang

Standar Akuntansi Pemerintatran (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor 49, Tambatran

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang

Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575);

Perattrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

7.
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9.
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20o6 tentang

Laporan Keuangan dan Kigrerja Instansi Pemerintah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la\

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Unrsan Pemerintahan Arttara Pemerintah,

Pemerintatran Daerah Pnovinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Perahrran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun z@T Nomor 89, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a74\;

Peraturan Pemerintatr Nomor 5 Tahun 2OOg tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 20o9 Nomor 18,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a9721;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Perubahan

Kedua Atas Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Banhran Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang Penrbahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

t2.

13.

t4.

15.

16.
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t7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembar Daeratr I(abupaten Musi Rawas Tahun

2OO8 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 (Irmbaran Daerah

I(abupaten Musi Rawas Tahun 2Ol8 Nomor l4);

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Ttrgas dan F\rngsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016

Nomor 65)

Peratrrran Bupati Musi Rawas Nomor 64 tahun 2Ol7

tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2Ol7 Nomor 64);

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2Ol7

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah l(abupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ol8

(Berita Daerah Tahun 2Ol7 Nomor 68).

18.

19.

20.

21.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERI\TURAN BUPATI MUSI RAWAS ?EN?ANG TATA CARA

PERGESERAN ANGGARAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratr:ran Brrpati ini yang dirnalcsud dengan:

l. Kabupaten adalah Ihbupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daeratr, yang selanjutnya disfurglat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas-

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalatr rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetu$ui bersama oleh

Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perattrran

Daerah.
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6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD,

adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris

Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal

penetapan kebijakan anggaran daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daeratr dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselunrhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaa.lt, pelaporan,

pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daeratr yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku penggqna anggaran/penggUna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daeratr yang selanjutnya disinglat

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/penggUna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingftat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya

disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai trrgas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan hrgas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adal,ah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

barang milik daerah.

Unit kerja adalatr bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu

atau beberapa program.

Program adalah penjabaran kebifakan Perangkat Daeratr dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang tenrkur sesuai dengan

misi Perangkat Daerah.
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17. Kegiatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh sattr atau

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari se}mmpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

benhrk barang/jasa.

Dolnrmen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja

dan pembiayaan yang digUnakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

oleh pengguna anggaran.

19. Dolnrmen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang se}anjutnya

disingkat DPPA-SKPD adalatr dokumen yang memuat perubahart

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan pembahan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Anggaran Kas adalah dolmmen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkkaan arus kas keluar untuk

mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan

kegiatan dalam setiap periode.

Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran anggaran antara Objek Belanja

dalam jenis belanja berkenaan, Pergeseran anggaran antara Rincian

Objek belanja dalam Objek Belanja berkenaan, dan

pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Objek Belanja berkenaan.

Jenis belanja adalah d€lt ketiga pada kode rekening belanja.

Objek Belanja adalah dryrt keempat pada kode rekening belanja.

Rincian Objek Belanja adalah drgt kelima ddam rekening belanja.

Uraian dalah isian di dalam Rincian Obyek Belanja yang terdiri dari

keterangan uraian, volume, satuan dan jumlah anggaran.

BAB II

DASAR DAN ASAS PERGESERAN

Pasal 2

(1) Pergeseran anggaran dapat dilalrukan apabila terjadi keadaan yang

menyebabkan ha.rrrs dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran

akibat ketentrran peraturan penrndang-undangan serta adanya kebijakan

pemerintah yang bersifat strategis.

18.

21.

22.

23.

24.

25.
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(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan kebuhrhan, dengan memperhatikan asas:

a. Kepatutan;

b. manfaat untuk masyarakat.

c. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a adalah tindakan

atau suatu sikap yang dilalmkan dengan wajar dan proporsional.

d. Manfaat untuk masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (21 huruf b

adalah bahwa pergeserErn anggaran diutamakan untuk pemenuhan

kebuttrhan masyarakat.

KRITERI,A PERGESERIW PENJABARAIV

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Perunttrkannya secara spesifrk telah ditenhrkan, bersifat wajib dan

mengikat, strategis, prioritas dan mendesak;

b. Tertuang dalam DPA-OPD / DPPA-OPD/ DPA-PPKD / DPPA-PPKD;

c. Dana-dana khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang belum ditampung dan/atau sudatr ditampung dalam APBD karena

adanya ketentrran peraturan pemndang-undangan serta adanya kebijalran

pemerintah yang bersifat strategis.

JENIS PERGESERAT\I

Pasal 4

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pergeseran Anggaran antara Rincian Objek Belanja dalam Objek belanja

berkenaan;

b. Pergeseran/pembahan uraian dalam Rincian obyek Belanja berkenaan;

c. Pergeseran Anggaran antara Obyek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;

d. Adanya Penyesuaian Anggaran Program dan kegiatan yang didanai dari

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, Dana Damrat,

Dana Penyesuaian dan Otonomi Ktrusus setelah Perattrran Daerah tentang

APBD ditetapkan. Adarrya Penyesuaian Anggaran Alokasi Dana Desa

setelatr Perahrran Daeratr APBD ditetapkan. Adanya Penyesuaian Anggaran

Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Transfer lainnya setelah

Perahrran Daerah APBD ditetapkan. Penyesuaian Anggaran Program dan

kegiatan tersebut yang sudah jelas perunhrkannya dan/atau mendesak

lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam

APBD dapat dilakukan pergeseran antar Jenis Objek Belanja, antar Objek

Belanja, antar Jenis Belanja, dan antar Kegiatan sepanjang diamanatkan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
TATA CARA PERGESERAN DAN PENGA.]UAN USUI,AN

Pasal 5

(1) Kepala perang[at daeratr mengevaluasi pelaksanaan anggartrn tahun

berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala perangkat daerah dapat mengajukart

usulan pergeseran secara tertulis dalam benhrk Nota Dinas kepada PPKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b).

(3) Kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan pergeseran secara

terhrlis ddam benhrk Nota Dinas kepada Sekretaris daeratr sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dan hurad (d).

(a) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri

dari:
a. Nota Dinas yang berisikan latar belakang perubatran dalam benhrk

telaah staf;

b. Laporan realisasi anggaran periode berkenaan;

c. L,ampiran pendukung pergeseran anggaran;

d. Lampiran pergeseran anggaran yang diformuLasikan dalam DPPA-

oPD/DPPA-PPKD.

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN DAN PEI"AKSANAAN

Pasal 6

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dafam pasal 4 hunrf (a) dan

huruf (b) dapat rlilakukan atas persehrjuan PPKD dan selanjutnya Kepala

Perangkat Daerah mengat'ukan DPPA-OPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi

oleh TAPD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalarrr pasal 4 huruf (c) dart

huruf (d) dapat dilalnrkan atas persehrjuan Sekretari Daerah dan

selar{utnya Kepala Perangkat Daeratr mengajukan DPPA-OPD/DPPA-PPKD

unttrk diverifikasi oleh TAPD.

Pasal 7

(1) Verifrkasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan

untuk menelaah kesesuaian antara DPPA-OPD/DPPA-PPKD dengan

petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, capaian kineda, indikator kinerja,

kelompok srasaran kegiatan, standar biaya, Pedoma Pelaksanaan Perjalanan

Dinas dilinglrrngan Pemerintah Kabupaten Musi triawas, Standar Harga

serta realisasi anggaran berkenaan.

(1)

(21
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(2) Dalam hal hasil verifikasi DPPA-OPD/DPPA-PPKD terdapat ketidaksesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melalmkan

penyempurnaan.

(3) DPPA-OPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud
pada ayat {21oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPIO.

BAB IV

PENETAPAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pasal 8

(1) DPPA-OPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) oleh PPKD dituangkan ke dalam

rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai

dasar pelalcsanaan.

(2) Anggaran yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah anggaran yang mengalami pembahan baik berupa penambahan

dan/atau pengurangan akibat pergeseran harrs dijelaskan dalam kolom

keterangan Perah:ran Bupati tentang Penrbahan Penjabaran APBD.

(3) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD

sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada

Bupati unhrk ditetapkan.

(4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang sudah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada

Pimpinan DPRD, unhrk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD.

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DPPA.OPD / DPPA .PPKD

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan DPPA-OPD/DPPA-

PPKD dan rancangan anggaran kas kepada PPKD.

(2) PPKD mengesahkan rancangan DPPA-OPD/DPPA-PPKD dengan

persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) DPPA-OPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku

pengguna angggaran/ pengguna barang.
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BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1O

Ketentuan tata cara pergeseran anggaran yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan pergeseran anggaran yang belum diatur dalam Peratrrran Bupati

ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal tO'@euAPt 2Ol8

BUPATI RAWAS,

H. HEND GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal tb lOAWAyt 2018

SEKRETARIS DAERAH

9s

MUSI RAWAS,

H. ISBANDI

MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR
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